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Abstract: The development policy orientation at the border has been more developmental for
border areas rather than development for border communities, meaning that development focuses
more on economic development with efforts to manage existing natural resources and less
emphasize the development of human resources, so that local communities around the border
area remains a spectator not actively involved and representative in the implementation process
of development, so they are still poor, marginal and less secure and empowered in their lives.
This happens because of the lack of education and skills they have so that they are less able to
have high competitiveness and productivity. This study uses a public security perspective from
nonconventional reviews, namely the development of community security from social,
economic, political and cultural aspects. Methodologically, this research was conducted with a
qualitative approach and the collected data were analyzed by interpretive data analysis both
primary data and secondary data. The results of this study indicate that the role of local
government in the development of community security is limited to activities relating to the
administration of government functions only. The lack of understanding of the development of
community security has an impact on the disorientation of regional development policies,
especially in areas that are concentrated such as Pulau Rangsang and Coastal Stimulus. Factors

that influence the role in development are the factors limiting authority and regional disparity.

Abstrak: Orientasi kebijakan pembangunan di perbatasan selama ini lebih bersifat pembangunan
untuk kawasan perbatasan bukan pembangunan untuk masyarakat perbatasan, artinya pembangunan
lebih banyak terfokus kepada pembangunan ekonomi dengan upaya untuk mengelola sumber
daya alam yang ada dan kurang menekankan pembangunan sumber daya manusianya, sehingga
masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan perbatasan tetap menjadi penonton tidak terlibat
secara aktif dan represantativ dalam proses implementasi pembangunan, maka mereka masih
tetap miskin, marginal dan kurang terjamin dan diberdayakan kehidupannya. Hai ini terjadi karena
masih minimnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka kurang
mampu memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi. Kajian ini menggunakan perspektif
keamanan masyarakat dari tinjauan nonkonvensional yaitu pembangunan keamanan masyarakat
dari aspek sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan
dengan pendekatan kualitatif dan data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis data
interpretatif baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Peran pemerintah daerah dalam pembangunan keamanan masyarakat terbatas pada aktifitas-
aktifitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan saja. Minimnya
pemahaman mengenai pembangunan keamanan masyarakat berdampak pada disorientasi kebijakan
pembangunan daerah terutama pada kawasan yang menjadi konsern seperti Pulau Rangsang dan
Rangsang Pesisir. Faktor yang mempengaruhi peran dalam pembangunan itu yaitu faktor batasan
kewenangan dan disparitas wilayah.
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PENDAHULUAN

Meskipun pembangunan perbatasan su-
dah bersifat otonom dengan adanya pelimpa-
han kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk mengelola kawasan mereka, namun
pelaksanaan pembangunan masih jauh dari
yang diharapkan dan masih kurang tepat sa-
saran. Masyarakat lokal masih dalam keadaan
yang miskin, marginal dan jauh dari hasil
pembangunan karena yang mengecap hasil
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pembangunan dan terlibat langsung dalam
pembangunan perbatasan adalah masyarakat
pendatang, baik yang datang dari daerah ter-
dekat dan juga dari daerah lain.

Persoalan pembangunan keamanan mas-
yarakat Kabupaten Kepulauan Meranti seba-
gai masyarakat di kawasan perbatasan perlu
dilihat secara holistik. Berdasarkan catatan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan
Meranti, angka kemiskinan, putus sekolah,
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pengangguran dan daya beli masyarakat yang
rendah masih menjadi persoalan dominan yang
dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kepu-
lauan Meranti.

Permasalahan mendasar yang dihadapi
oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Me-
ranti masih berkisar pada persoalan ekonomi.
Diakui memang persoalan distribusi barang
kebutuhan pokok menjadi penyebab tingginya
harga barang dan berdampak pada lemahnya
daya beli masyarakat. Sedangkan masalah-
masalah kemiskinan, pengangguran dan putus
sekolah sudah menjadi masalah klasik bahkan
sejak Kabupaten ini dimekarkan pada tahun
20009. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten
Kepulauan Meranti yang dipisahkan oleh laut
dan sungai nyatanya berdampak luas pada
askes masyarakat terhadap pelayanan publik
seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan
lain sebagainya.

Kurangnya perhatian pemerintah (pusat)
pada daerah perbatasan (Kepulauan Meranti)
ini juga menjadi persoalan yang serius, sebab
pembangunan wilayah perbatasan dengan ke-
mampuan keuangan daerah yang terbatas serta
dengan wewenang yang juga terbatas dirasa
menjadi sulit untuk mampu mengakselerasi pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat di kawa-
san perbatasan khususnya di Kabupaten Ke-
pulauan Meranti. Hal itu paling tidak dapat
dilihat dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang senjang antara Kabupaten Siak dan Kabu-
paten Kepulauan Meranti, belum lagi persoalan
ketersediaan listrik sebagai sumber utama
penerangan masyarakat yang kondisinya juga
sangat memprihatinkan (menurut catatan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral, masih ada
4 Kecamatan yang kesulitan dalam penyediaan
energi listrik yaitu Kecamatan Rangsang dan
Rangsang Pesisir, Tasik Putri Puyuh dan Ke-
camatan yang ada di Pulau Merbau).

Selain itu, persoalan-persoalan kejahatan
transnasional narkotika, illegal trading, ille-
gal logging, illegal fishing, human traficking
masih menjadi persoalan pokok yang dihadapi
oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti. Memang jika jika merujuk
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Garis besar
kebijakan pembangunan yang menitikberatkan
pembangunan dari wilayah pinggiran menjadi
angin segar bagi masyarakat yang tinggal di
kawasan perbatasan termasuk masyarakat Ka-
bupaten Kepulauan Meranti.

Permasalahan keamanan masyarakat di
kawasan perbatasan tidak hanya dilihat dari
aspek keamanan militer. Dalam iklim global
saat ini, justru tantangan non militer menjadi
lebih kuat seperti permasalahan di atas. Hadir-
nya negara (pemerintah pusat dan daerah) di-
anggap mampu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan tersebut, namun nyatanya sta-
tistik permasalahan di kawasan perbatasan
belum menunjukkan penurunan grafik perma-
salahan.

Orientasi kebijakan pembangunan di
perbatasan selama ini lebih bersifat pemba-
ngunan untuk kawasan perbatasan bukan pem-
bangunan untuk masyarakat perbatasan. Arti-
nya pembangunan lebih banyak terfokus ke-
pada pembangunan ekonomi dengan upaya
untuk mengelola sumber daya alam yang ada
dan kurang menekankan pembangunan sumber
daya manusianya. Akibatnya masyarakat lokal
yang berada disekitar kawasan perbatasan
tetap menjadi penonton, tidak terlibat secara
aktif dan represantatif dalam proses imple-
mentasi pembangunan. Merekamasih tetap miskin,
marginal dan kurang terjamin dan diberdaya-
kan kehidupannya. Hai ini terjadi karena ma-
sih minimnya pendidikan dan keterampilan
yang mereka miliki, sehingga mereka kurang
mampu memiliki daya saing dan produktivitas
yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengana-
lisis peran pemerintah daerah dalam pemba-
ngunan keamanan masyarakat di kawasan
perbatasan Kabupaten Kepualaun Meranti.

METODE

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan
kualitatif (Cresswell, 2010). Pengumpulan
data dilakukan melalui diskusi kelompok ter-
fokus dengan berbagai stakeholders serta wa-
wancara mendalam dengan informan penting
dalam melihat peran pemerintah daerah dalam
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pembangunan keamanan masyarakat di wila-
yah perbatasan. Setelah data terkumpul dila-
kukan analisis data melalui metode interaktif
(Miles, Huberman & Saldana, 2014). Dengan
demikian dapat diketahui berbagai permasa-
lahan yang menjadi penyebab masih belum
optimalnya kinerja kelembagaan dalam pem-
bangunan keamanan masyarakat perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Keamanan Masyarakat di Kawasan Perbatasan
Kehidupan masyarakat di kawasan per-
batasan yang miskin infrastruktur dan tidak
memiliki aksesibilitas yang baik. Pada umum-
nya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial eko-
nomi di negara tetangga. Pulau Rangsang dan
Rangsang Pesisir misalnya, kehidupan sosial
ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat
ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan
adanya kemudahan dalam akses perkenomian
atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat
dari wilayah negara tetangga (Malaysia). Ma-
yoritas masyarakat di Pulau Rangsang yang
berprofesi sebagai pedagang merupakan peda-
gang lintas batas dan aktifitas mereka sebagai
pedagang lintas batas sudah berlangsung da-
lam kurun waktu yang sangat panjang. Kesen-
jangan pembangunan yang nyata antara Pulau
Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi menjadi
persoalan utama terjadinya kecemburuan so-
sial masyarakat Pulau Rangsang. Ketidak-
hadiran negara dalam kurun waktu yang pan-
jang itu selain mempengaruhi sikap kecintaan
masyarakat terhadap negara dan pemerintah
juga terhadap lingkungan mereka sendiri.
Kemiskinan menjadi permasalahan yang
terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut
maupun darat termasuk masyarakat di Kabu-
paten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat dilihat
dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera
serta kesenjangan sosial ekonomi dengan mas-
yarakat di wilayah sekitar serta masyarakat
negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh aku-
mulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu
sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur
pendukung, rendahnya produktifitas masya-
rakat dan belum optimalnya pemanfaatan sum-
berdaya alam di kawasan perbatasan.

Kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti
tergolong masih mengalami kesulitan aksesi-
bilitas baik darat, laut, maupun udara menuju
pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Pulau
Merbau dan Pulau Rangsang misalnya sulitnya
aksesibilitas memunculkan kecenderungan
masyarakat untuk berinteraksi dengan masya-
rakat di wilayah Karimun, Batam dan Malay-
sia. Minimnya asksebilitas dari dan keluar itu
merupakan salah satu faktor yang turut men-
dorong orientasi masyarakat yang cenderung
berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara
tetangga yang secara jangka panjang dikha-
watirkan akan memunculkan degradasi nasio-
nalisme masyarakat perbatasan.

Sebagai dampak dari minimnya sarana
dan prasarana dibidang pendidikan dan kese-
hatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian
besar Kabupaten Kepulauan Meranti masih
rendah. Masyarakat belum memperoleh pela-
yanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana
mestinya akibat jauhnya jarak dari permuki-
man dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi
potensi sumber daya alam dan pengembangan
ekonomi di juga sulit dilakukan. Rendahnya
tingkat pendidikan, keterampilan, serta kese-
hatan masyarakat merupakan salah satu faktor
utama yang menghambat pengembangan eko-
nomi untuk dapat bersaing dengan wilayah lain
terlebih dengan negara tetangga.

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai
salah satu kawasan perbatasan Indonesia dianggap
memiliki karakteristik sebagai kawasan pulau
kecil terluar yang berhadapan dengan laut
lepas dan berbatasan secara langsung dengan
Singapura dan Malaysia (Lanal Dumai, 2015).
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
menyadari bahwa persoalan utama yang diha-
dapi oleh masyarakat adalah persoalan kemis-
kinan dan lapangan pekerjaan. Sejak dimekar-
kan pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan aksesibilitas per-
ekonomian masyarakat serta membuka keran
investasi daerah. Kabupaten Kepulauan Me-
ranti sebagai kawasan perbatasan negara juga
menghadapi isu strategis seperti pengelolaan
kekayaan sumberdaya alam dan kondisi sosial
ekonomi masyarakat.



34 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 17, Nomor 1, Januari 2019, him. 1-84

Kondisi kesejahteraan masyarakat Ka-
bupaten Kepulauan Meranti memang paradoks
dengan sumberdaya alamnya. Potensi sum-
berdaya alam yang besar belum mampu di-
manfaatkan secara adil, optimal, dan berkelan-
jutan untuk meningkatkan kesejahteraan mas-
yarakat setempat, bahkan di beberapa lokasi
dieksploitasi secara ilegal oleh pihak asing
(perusahaan maupun aktifitas deforestasi dan
illegal fishing). Menghadapi persoalan kese-
jahteraan masyarakat di kawasan perbatasan
memerlukan perhatian ekstra mengingat ke-
terbatasan akses distribusi produk pertanian
masyarakat sebagai mata pencaharian pokok
disamping nelayan dan produk lainnya se-
hingga menimbulkan dampak terhadap harga
barang serta mutu barang.

Pada kasus yang lain misalnya, berdasar-
kan data agregat Dinas Kehutanan Provinsi
Riau (2017) kawasan Kabupaten Kepulauan
Meranti menjadi salah satu kawasan dengan
tingkat deforestasi yang sangat mengkhawa-
tirkan mengingat kawasan ini merupakan
kawasan pulau-pulau kecil dan dengan kontur
wilayah gambut. Eksploitasi sumberdaya alam
hayati di Kabupaten Kepulauan Meranti yang
dilakukan diera otonomi daerah justru semakin
meningkat sementara itu kesejahteraan masya-
rakat yang bergantung pada lingkungan secara
umum belum menunjukkan perubahan yang
signifikan khususnya pada kawasan pedesaan
Meranti. Peran pemerintah daerah dalam pem-
bangunan keamanan masyarakat diperbatasan
perlu dilihat sebagai suatu upaya yang siste-
matis dalam meningkatkan taraf hidup masya-
rakat pada kawasan perbatasan khususnya di
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dibutuhkan peran pemerintah daerah
dalam merubah arah kebijakan pembangunan
kewilayahan selama ini cenderung berorien-
tasi “inward looking’ sehingga seolah-olah
kawasan perbatasan hanya menjadi halaman
belakang dari pembangunan negara. Akibat-
nya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap
bukan merupakan wilayah prioritas pemba-
ngunan oleh pemerintah pusat maupun daerah,
yang tercermin dari rendahnya alokasi pem-
biayaan pembangunan, dimana pembangunan

yang hanya diarahkan pada pusat kota, serta
adanya fakta keterbelakangan dalam aspek
sosial, ekonomi, dan sarana-prasarana.

Kehidupan masyarakat di kawasan per-
batasan pada umumnya dicirikan oleh taraf
pendidikan dan kesehatan perbatasan yang masih
rendah. Persebaran sarana dan prasarana
pendidikan belum menjangkau desa-desa yang
letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan,
yang mengakibatkan pelayanan pendidikan di
wilayah perbatasan tertinggal dibanding daerah
lain. Budaya hidup sehat masyarakat di wila-
yah perbatasan umumnya masih belum belum
berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya
tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat
tentang kesehatan dan pencegahan penyakit,
yang diperburuk dengan keterbatasan sarana
dan prasarana kesehatan serta tenaga medis.

Ketiadaan lapangan pekerjaan mendo-
rong terjadinya kegiatan ilegal di perbatasan.
Praktek perdagangan manusia dan obat-obatan
terlarang misalnya, merupakan salah satu per-
soalan yang sering terjadi di wilayah Kabu-
paten Kepulauan Meranti. Adanya kesempatan
kerja di sektor perikanan yang tersedia di wi-
layah perbatasan mendorong penduduk untuk
menyeberang ke Malaysia yang tidak mem-
butuhkan ketrampilan tinggi sehinga memuncul-
kan praktek perdagangan manusia (Bappenas,
2004). Demikian pula praktek-praktek illegal
logging yang merusak kawasan lindung di per-
batasan tidak dapat dilepaskan dari rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengem-
bangan kawasan perbatasan memerlukan suatu
penanganan yang komprehensif dan perlu
mempertimbangkan realitas sosial budaya di-
atas yang khas.

Pembangunan keamanan masyarakat per-
batasan selama ini dipandang hanya sebagai
urusan pemerintah pusat sehingga pemerintah
daerah lalai dalam memperhatikan aspek-
aspek keamanan yang justru menjadi kewena-
ngan daerah misalnya bidang kesehatan,
pendidikan, budaya dan lingkungan. Peme-
rintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengakui
bahwa ketertinggalan pembangunan berdampak
pada kondisi perekonomian masyarakat dan
daya saing masyarakat dikancah lokal dan
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regional. Pasca berdiri sebagai daerah oto-
nom, praktis Kabupaten Kepulauan Meranti
mengelola segala potensi dan sumberdaya
yang ada di daerah itu. Demikian halnya dengan
status kepegawaian aparatur pemerintah daerah.
Persoalan percepatan pembangunan infrastruk-
tur yang diharapkan nyatanya belum berban-
ding lurus dengan kesiapan birokrasi daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya
Pemerintah dalam Pembangunan Keamanan
Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Pembangunan keamanan masyarakat
pada kawasan perbatasan ditinjau dari pende-
katan nonkonvensional menuntut adanya pe-
mahaman terhadap konsep keamanan masya-
rakat itu sendiri. Peran pemerintah daerah se-
bagaimana diamanatkan dalam undang-undang
sifatnya terbatas dan sejatinya, pembangunan
keamanan masyarakat tidak hanya terkait dengan
konsep pembangunan keamanan itu sendiri
melainkan pembangunan daerah secara kese-
luruhan. Maka terkait dengan itu, berikut dija-
barkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran
pemerintah daerah dalam pembangunan ke-
amanan masyarakat di wilayah perbatasan
kasus Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kewenangan Daerah

Sejumlah arah kebijakan pembangunan
di kawasan perbatasan yang berorientasi pada
upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah
telah dikeluarkan. Namun demikian, belum op-
timalnya keberpihakan kebijakan sektor terkait
menyebabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan
tersebut belum mendorong pembangunan di
kawasan perbatasan secara signifikan. Lahir-
nya Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP) diharapkan dapat melakukan lompa-
tan dalam merespon ketidakpuasan masyarakat
terkait pembangunan di kawasan perbatasan
agar mengurangi efek negatif hubungan dengan
negara tetangga. Direktur Kawasan Khusus
dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bap-
penas, Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc dalam
acara Pembahasan Hasil Pekerjaan Penguatan
Kapasitas Kelembagaan bagi Percepatan Pem-
bangunan Kawasan Perbatasan mengungkap-
kan terdapat lima aspek yang perlu diperhati-

kan dalam pembangunan kawasan perbatasan
yaitu:
1. aspek batas wilayah;
2. aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan
hukum,
3. aspek ekonomi, sumber daya alam, dan li-
ngkungan hidup;

4. aspek pelayanan sosial dasar; dan
5. aspek kelembagaan

Keterbatasan kewenangan pemerintah
daerah dalam pengelolaan kawasan perba-
tasan termasuk membangun keamanan masya-
rakatnya menjadi alasan utama persoalan pe-
ngelolaan keamanan perbatasan tidak menjadi
skala prioritas bagi pemerintah daerah.
Disparitas Wilayah

Disparitas wilayah merupakan suatu kon-
disi di mana terdapat perbedaan tingkat per-
tumbuhan ekonomi antarwilayah. Perbedaan
pertumbuhan ekonomi ini mendorong terjad-
inya perbedaan kesejahteraan masyarakatnya.
Disparitas wilayah terjadi bukan hanya di ne-
gara yang miskin saja, akan tetapi terjadi di
setiap negara baik negara berkembang maupun
negara belum berkembang, negara agraris atau
industri, negara besar atau kecil. Perbedaan
di antara kedua wilayah ini terletak pada per-
kembangan sektor-sektor ekonominya; per-
tanian, pertambangan, industri, konstruksi,
perdagangan, transportasi, komunikasi, per-
bankan, asuransi, pendidikan, pelayanan kese-
hatan, perkembangan infrastruktur, fasilitas
perumahan, dan sebagainya. Menurut Murty
(2000), berbagai faktor utama penyebab ter-
jadinya disparitas regional menurut antara lain;
geografi, sejarah, politik, kebijakan peme-
rintah, administrasi, sosial, dan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan paradigma keamanan ma-
nusia, maka pada umumnya pembangunan da-
pat memberikan dampak positif terhadap kese-
jahteraan dan keamanan masyarakat, dengan
adanya keseimbangan fokus pembangunan baik
pembangunan ekonomi dan juga pembangunan
sumber daya manusia yang ada sebagai objek
dan aktor pembangunan itu sendiri. Dalam hal
ini ada dua komponen utama dalam keamanan
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manusia (1) aman dari ancaman (2) perlindu-
ngan dari ancaman.Fokus utama keamanan
manusia tidak hanya berupa tindakan untuk
mengatasi ancaman, namun juga berupa tinda-
kan pencegahan terjadinya kembali ancaman
tersebut dengan memberikan perlindungan dan
jaminan kehidupan dan kesehateraan masyara-
kat yang berkelanjutan, yang tentunya dimain-
kan oleh peranan pemerintah dalam mem-
bentuk jaringan keamanan manusia baik be-
rupa jaringan sosial maupun ekonomi serta
membentuk payung hukum untuk melindungi
kepastian berlanjutnya keamanan manusia
tersebut.
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